
 
 

BUPATI  ASMAT 
PROVINSI PAPUA 

 

PERATURAN  BUPATI  ASMAT 

NOMOR  22  TAHUN  2022 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASMAT NOMOR 15 TAHUN 2022 
TENTANG STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK 

PROGRAM SISTEM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) 
TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI ASMAT, 

Menimbang : a. bahwa dana jampersal digunakan untuk mendekatkan 

akses pelayanan kesehatan ibu dan anak serta mencegah 
terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu 

bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama bagi ibu 
bersalin miskin/tidak mampu dan belum memiliki Kartu 
Jaminan Kesehatan nasional/Kartu Indonesia Sehat atau 

sumber pembiayaan yang lain, sehingga perlu dilakukan 
penyesuaian; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Asmat Nomor 15 Tahun 

2022 tentang Standar Biaya Dana Alokasi Khusus Non 
Fisik Program Sistem Jaminan Persalinan (Jampersal) 
Tahun Anggaran 2022. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang   Nomor   12   Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan 

Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2907); 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 

 
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, 
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, 

Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, 

Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan 
Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4245); 

 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

 
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia  Nomor 
5063); 
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11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

 

12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 
 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 
 

14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5607); 
 

15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah 

Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
82); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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19. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan 
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
125); 

 
20. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 

64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 130); 
 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 

tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

 

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan 
Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 761); 
 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 
 

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi 
Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 

2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 403); 

 
25. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Asmat (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat 

Tahun 2016 Nomor 3); 
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 4); 

 
27. Peraturan Bupati Asmat  Nomor 82 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 
Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 82). 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASMAT TENTANG 
STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK 
PROGRAM SISTEM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) 

TAHUN ANGGARAN 2022. 
 

 

Pasal I 

 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 

Tahun 2022 tentang Standar Biaya Dana Alokasi Khusus Non 

Fisik Program Sistem Jaminan Persalinan (Jampersal) Tahun 

Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2022 

Nomor 15) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

 

  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Asmat. 

2. Bupati adalah Bupati Asmat. 

3. Standar biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan 

sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya 

kegiatan. 

4. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat 

JAMPERSAL adalah sistem jaminan persalinan bagi 

ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir. 
5. Ibu Hamil adalah seorang wanita yang sedang 

mengandung janin dalam perutnya, dimana proses 

kehamilannya berlangsung sekitar  37 (tiga puluh 

tujuh) minggu sampai dengan 40 (empat puluh) 

minggu. 

6. Ibu Bersalin adalah seorang wanita yang mengalami 

proses keluarnya bayi, plasenta dan selaput ketuban 

dari rahimnya. 

7. Ibu Nifas ……../6 



- 6 - 
 

Ditetapkan di Agats 
pada tanggal 17 Maret 2022 

 
BUPATI ASMAT, 

ttd 

ELISA KAMBU 

Diundangkan di Agats 

pada tanggal 17 Maret 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT, 

ttd 

BARTHOLOMEUS R. BOKOROPCES, S.Sos, M.Ec.Dev 
PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19641111 198510 1 001 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT 

Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 
 
 

MARTHEN G. RONSUMBRE, SH 
PENATA 

NIP. 19780511 200502 1 005 
 

7. Ibu Nifas adalah seorang wanita dalam masa pasca 

persalinan dari sejak lahirnya bayi sampai 42 (empat 

puluh dua) hari. 

8. Bayi Baru Lahir adalah usia 0 (nol) sampai 28 (dua 

puluh delapan) hari. 

9. Tenaga Kesehatan adalah seorang yang memiliki 

keahlian atau kompetensi dalam bidang kesehatan. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati  ini dengan 

penempatannya  dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022 NOMOR 22 

 

 

 

 

 

 

 


